
BUPATI SAMBAS 

BUPATT SAMBAS 

PERATURAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR I6 TAHUN 2016 

TENTANG 
PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO 

DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 
BAGI APARAT PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SAMBAS, 

Menimbang 

Mengngat 

a. bahwa dala rang.a mewujuad.an pengelola.an 
keuangan desa yang efeketif, efisien, dan akuntabel 
diperlukan adanya pengawasan oleh Inspektorat 
Kabupaten Sambas selaku Aparat Pengawas Intern 
Pererintah (APIP yang berkuahitas; 
bahwa untu.k mewujudkan pengaowas.an yang 
berkualit.as diperhuk.an suatu u.kuran mutu yang 
sesuaj dergae Pedoran Kendali Mutu Aparat 
Pengawas Intern Pemerintah (AP1P; 
bahwa berdasaran pertimbangan sebagauman.a 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang 
Pedoran Pengawa.sen Ber bea.sis Risko delau 
Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Aparat Pengawas 
Inspektorat Ka bupaten Sambas; 

• Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 
Tahu 1953 tentang Pembentukan Daerah Tirgk.at 
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu 1953 Noor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Norr 1820 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tam bah.an 
Lembaran Negara Nonor 42864; 

3. Udang Undang Noror 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendahara.an Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Noor S, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Noror 4355; 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pereriksaan Pengelolaan dan Taggungiawab 
Keuanga Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tanbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 44004; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antars Pemerintah Pusat 
da Pererintaha Daera.h (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438] 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Peebentukan Peraturan perundang-Undangan 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234] 

7 Undang-Undang Nomor 6 Tahu 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Noror 54954; 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pererintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagarena tela.h dua kahi diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang iNomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nonor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta.han 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tanbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679; 

9, Peraturan peeerintah Noror 58 Tahu 200.5 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor I40, 
Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578] 

Io0. Peraruran Pererintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedorman Pembinaan dan Pengawas.an 
Penyelenggaraan Pererintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noor 165, 
Tambahan Lembe.ran iegera Republik Indonesia 
Nomor 4594; 

II. Peraturan Pererintah Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Laportan Penryelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertarggungiarwabeen Kepala Dara.h Kepala Dewan 
perwakilan Rakyat Daera.h, dan Informasi La poran 
Penyelenggaraan Pemerintah Dara.h Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republike Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Noror 4693l; 

2. Peraturan Pererintah Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sister Pengendalian Intern Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 



3 

Noror 127 Tarbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nonor 4890l; 

13. Peraturan peerintah Noror 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan pelaksanaan Undang Undang 
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20I4 Nomor 123, 
Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539] sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan pemerintah Norho 47 faun 2015 
tentang Perubahan at.as peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahu 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lrbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Noror 5717); 

14, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang fedora.n Pengelolaan Keuangan 
Daera.h sebagairmana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nonor 21 Tahu 201 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan 
Keuangan Daera.h (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 201I Nomor 310); 

15. peraturan Menteri Dala Negeri Noror 23 Tahun 
2007 tetang Pedoman Tata Cara Pengawasan Ata.s 
Penyelenggara.an Pererinta.h Daerah sebagaimana 
tela.h diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 8 Tahun 2009 

16. Peraturan Menteri Dala Negeri Noror 28 Tahun 
2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik 
Pejabat Pergawas Pemerintah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noma 7 Tahun 
200.8 tentang Pedoran Tata Cara Pengewasan Atas 
Penyelengacrasaen Pererintahas Des@, 

18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomot PER/04/M.PAN/03/2008 tentang 
Kode Etik Aparat Pengarwasan Intern Pererintah; 

19, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Noor PER/OS/M.PAN/03/2008 tentang 
St~ndar Audit Aparat Pengawasan Intern 
Pererintah; 

20. Peraturan Menteri Negara Pendaryaguaavan Apera.tu.r 
Negara Nono 09 Tahu 2009 tentang Pedoiman 
Ur elelean.a.en, Pemantauan, Evaluasi la 
Pelaporan Tindak Lanjut Hsi Pengawasan 
Fungsional; 

21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Noror 19 Tahu 2009 tentang Pedoman 
Kendali Mutu Audit Aparat Pengarwasan Intern 
emerintah; 



• 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
2093); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7] Thur 
2015 tentang Kcbijakan Pengawasan Di lingkungan 
Kerenterian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Tahu 2016. 

24, Peraturan Dae ah Kabupaten Sambas Nomor 
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokoke Pengelolaan 
Keuanga Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
am bas Tahun 2008 Noror ; 

25. Peraturan Daerah Kabupten Sambas, Nomor 
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Peranglat Daerah 
Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sambas Tabuan 2008 Nomor 9]; 

26. peraturan Dae.rah Kabupaten Sambas Nomor l 
Tahun 2009 tentang Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sambas Tahu 2009 Nomor 1 

27, Peraturan Bupati Sambas Nomor 49 Tahun 2008 
tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungi 
dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sambas 
(Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 
Nomor 233 

28. Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2015 
tentang Pedomaen Pergelollaan Keuangan Des.a 
(Berita Dacrah Kabupaten Sambas Tahun 2015 
Nomor 13) 

MEMUTUSKAN; 

PERATURAN BUPAT SAMBAS TENTANG PEDOMAN 
PENGAWASAN BERBASIS RISIKO DALAM 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BAGI APARAT 
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan. 
I Gubernur adalah Gubermur Kallirantan Barat 
2. Bupati adalah Bupati Sambas 
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sambas 
4. Kabupaten adalah abupaten Sambas 
5. tnspektur adalah lnspektur Kabupaten Sambas 
6. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sambas 
7lnspektur Pembantu adalah Inspektur Perbantu pada Inspektorat 

Kabupaten Sambas 



8. Badan Pemeriksa Keuangan Perwa.kila adala.h Badan Pemeriksa 
Keuanga Perwakila Provinsi Kalimanttan Barat 

9. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat 
10. Inspektorat Kabupaten adala.h Inspektorat Kabupaten Sambas 
IL.Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten adala.h Aparat Pengawas 

lnspektorat abpaten Sambas yang terdiri dari Inspektur Perm ban tu, 
Pejabat Pengawas Urusan Pemerinta.h Daerah (P2UPD), dan Auditor 

12. Desa alalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyara.kcat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerinta.ban, kepentingan masryarak.at setempat berdasaran 
prakarsa masya.rakat, hak asal usu dan/atau hake tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sister Permerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 

13. Pererintahan Desa adalah penyelenggaraan uurusan permerintaha.n d.an 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pererintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

14,pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disc but dengan nama lain 
dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggars Pererintahan Desa. 

15.Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adala.h permimpin 
emerintah Dess yang berwenang, berhake dan berkewajiban 
mnenyelenggarakan urusan rumah tang9ga sendiri dalam had pemerintahan, 
pembanguan dan pemberdayaan masyarakat 

16. Keuangan Desa adalah semua hake dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala secsuatu berupa tang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hake dan kewajiban Desa. 

17. Pengelolaan Keuangan Des.a adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pela.ksanaan, penatausaha.an, pelaporan dan 
pertanggurgiawaban keuangan Desa 

18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut AP'BDeSa, 
adalah reneana keuanggan tau.nan Pererintaha Dea. 

19.Pengawasan adalah pengawasan intern yatu seluruh proses kega tan 
audit, reviu, evaluasi, pemantaruan, dan kegatan pengarwasan lain 
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka 
memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan 
scsuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien 
untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan 
yang baik 

2O. Pedoman pengawasan adalah kriteria atar ukuran muatu minimal untu. 
melakuan kegatan pngawasan yang wajib dipedormani olech Aparat 
Pengawa.san Intern Pemerintah (APIP. 

21.Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang 
dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan 
standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, 
efektifitas, efisiensi, dan eandalan informasi pelaksaaan tugas da.n 
fungsi instansi pemerintah. 

22.Reviu adalah penclaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk 
memastikan bahwa egatan terse but tela.h dilaksanal.an sesua dengan 
ketentuan, standar, rencana, atau norm.a yang telah ditetapk.an. 

23. Perantaan adalah proses penilaian keraj an suatu program/kega ta. 
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

24.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan has~l/prestasi suatu 
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kegiatan dengan standar, rencana, atau norm.a yang telah ditetapkan, dan 
menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau 
kegagalaun suatu kegiatan dalam mencapai tap a 

25. Audit kinerja adaah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi 
pemerintah yang terdiri atars audit aspek ckonori, efisiensi, dan audit 
aspeke efeletifits 

26. Audit investigatif adalah proses mencari, menerukan, dan mengum pukan 
bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau 
tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya gun.a da ukan tindakan hu.kuf 
selanjutnya. 

27. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tu8as, 
tanggungiawab, dan wewenang untuke melakukan pengawasaen intern pad.a 
instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihake lain yang di dalamnya 
terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang 
undangan, yang diduduki olch Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan 
kewajiban yang diberikan secara penuh olch pejabat yang berwenang. 

28. Pejabet Pengawas Penyelenggaran Urusac Peerintahan Dae rah 
selanjutnya disingkat P2UPD adalah pejabat fungsional yang mempunya 
ruang lingkup, tugas, tang@ungiarwab, dan wewenang untuk melakukan 
egatan pengawasan at.as penyelenggar a.an teknis urn pemerinta.han di 
daera.h, diluar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundacng- 
undangan, yang diduduli oleh Pegawai Nege ri Sipil. 

29. Auditi/ obyek pengawasan adalah Pemerintah Desa dala Wilayah 
Kabupaten Sambas 

30. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang 
aka berdampak pada pencapaian tujuan. Risiko diukur dari segi dampak 
dan kemungkinan 

3I. isiko Sise adala.h risiko yang tersis setela.h manaemen mengam bl 
tindakan untuk mengurangi dampak dan kemungkinan suatu penstrwa 
yang merugikan 

32. Selera Risiko [Risk Appetite) adaah tingkat risiko bahwa suatu organisasi 
bersedia menerimanya 

33. Manajcmen Risiko adala.h sebuah proses untuk mengidentifikasi, men~lai, 
engelola, dan mengendahika peristiwa atau situasi potensial untuK 
memberikan keyakinan menadai tentang pencapaian tujuan organisas. 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI 

(l) Maksud disusunnya Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko dalam 
Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagi acuan bag Aparat Pengawas 
Inspektorat Kabupaten dalarm melakuk.an pengawas.an terhad.ap 
Pengelola.an Keuangan Desa di Kabupaten 

(2) Tujuan disusunnya Pedona Pengawa.san Berbasis Risiko dalam 
Pengelolaan Keuangan Desa adala: 
a. menetapk.an prisip-prnsip dasar yang merepresentasian prak ti- 

praktik pcngawasan yang scharusnya; 
b. menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan 

pengawasan dala pengelolaan keuangan desa yang memiliki nila 
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tam bah; 
c. menetapkan daardasear pengukuran anerja pengawasan dadamn 

pengelolaan keuangaan dea; 
d. menilai, mengarah.kan dan mendorong aparat pengawas untuk 

menecapa tujuan pengawa.san; 
e. menjadi pedoman dalarm pekerjaan pengaowasacn dalam pengebola.an 

keuargan des, 
f. menjadi dasar penilaian keberhasilan pekerjaan pengawasan dalam 

pengelolaan keuangan dea 

(3) Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko dalam Pengelolaan Keuangan Deso 
berfungsi sebagai ukuran mutu minimal bagi Aparat Pengawas 
Inspektorat Kabupaten dalam 
a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang dapat merepresentasikan praketik- 

praktik pengawasan yang seharusnya, enyediakan kerang.ka le)a 
pelaksanaan dan peningkatan kegiatan pengawasan yang memilili nilai 
tambah serta menetaplan dasardasar penguakuran kinerja 
pengawasan; 

b. pelaksanaan koordinasi pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten; 
c. pelaksanaan perencanaan pengarwas.an olch lnspektorat Kabupaten; 
d. penilaian efektifitas tindak lanjut hasil pengawasan dan konsistensi 

penyajian lapora hasil pcngawas.an 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

pal 3 
(I) Pengawasan atas pengelolaan keuangan desa neliputi 

a. perencanaan, 
b. pelaksanaan; 
c. penatausaha.an; 
d. pelaporan; 
e. pertanggungiawaban keuangan desa 

(2 Peagawasan sebagairman.a dimaksuad pada ayat (I] dilakukan terhadap 
seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Anggaran pendapatan dan 
Belanja Desa. 

BAB IV 
PRINSIP PRINSIP DASAR 

Pasad 4 

(l) Aparat Pergawas Inspektorat abupaten harus mergkuti pedoman 
pengawasan dalam segala pekerjaan pengawasan yang dianggap material 

(2) Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten harus secara terus-menerus 
meningkatkan kemampuan teknik dan metodologi pengawasan. 
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BAB V 
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Bagian Kesatu 
Penyusunan encana Pengarwasaun 

Pasal 5 

(l) Penyusunan rencana pengawasan terhadap pengelolaan euangan des.a 
disusun oleh Inspektur Penbantu setelah berkoordinasi dengan 
Sekretaris. 

(2] Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disusun 
dalam bentuk Program Kera Pengawasan yang menyatu dengan Program 
Kerja Pengawasaen Tahu.nae (PP' inspektorat Kabupaten 

(3) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat () didasarkan atas 
prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan 
pemeriksaan berulangulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas 
dalam pengunaan sum.ber darya pengawas.an. 

(4) PKPT sebagaiman.a diraksud pada ayat [2 ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati 

(5) Sebelum ditetaplan dengan Keputusan Bupati, PKPT sebagaimana 
dimaksud ayat (4) terlebih dahulu dikoordinasi dengan Gubermur melalui 
Inspektort Provinsi 

(l) PK sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 4 ayat [2) meliputi 
a. ruang hingkp; 
b. sasaran pemeriksaan; 
c. Auditi/ Obek Pengawasan; 
d. jadual pelaksaraan pemeriksaan; 
e. jumlah tenaga; 
f. anggaran pemeriksasasn; daon 
g. laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan 

(2 Formutie ppr sebagairan.a dim.aksud pada ayat () mengguna.kan 
formulir sebagaman.a tercanturn pada Lampiran I Peraturan Dupati ini 

(I Penvusunan Pogram Kerja Pengawasa Pengelolaan Keuangan Deso 
disusun dengan prioritas pada kegiatan yang mempnryai risiko terbesar 
dan selaras dengan tujuan organs.as. 

[2) Inspektorat Kabupaten menetapkan besaran risiko untuk seluruh obyek 
pengawasan. 

(3) Setiap obyek pengawasan ditaksir besaran fisikonya berdasark.an unsur- 
unsur risiko yang berkaitan, dengan merinta masukan dari obye.k 
pengawasan. 
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(4] Inspektorat Kabupaten selanjutnya menyusun peta pengawasan, yang 
meliputi obye.k pengawasan, besaran risiko, jadwal operasion.al 
pelaksanaan pengaowacsan, dan keterangan sasaran pengaowars.an 

(5 Penetapan besaran risiko tiap obyek pengawas.an dilaku.kan seta hun 
sekahi pada saat penyusunan rencaa pengawas.an tahunan 

(6) Formulir peta pengawasan Inspektorat kabupaten menggunaka formulir 
sebagaimana tercantum pada Lampira II Peraturan Bupat n 

(I) Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten menyusun program kerja 
pengawasan pengelola.an keuangan desa berdasark.an rencan.a 
pengawasan. 

(2) Dalam setiap penugasan pengawasan pengelolaan keuangan desa, Aparat 
Pengarwas Inspektorat Kabupaten harus menyusun program kerja 
pengaowasacn 

(3) Dalam membat rencana pengawasan, Apaat Pengarwas Inspektorat 
Kabupaten harus meneta.pk.an asaran, ruang ling.up, metodolog, d.an 
alokasi sumber daya 

(4) Dalam merencanaan pekejaan pengaowas.an pengelolaan ea.ngan des.a, 
Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten harus mempertim bangkan 
berbagai hal, termasuk sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan 
auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan 
ketidakpatutan (abuse] 

LLD] Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten harus mnemahami rancangan 
sistem pegendahian intern dalam pengelolaan keuangan desa dan 
menguji penerapannoa. 

(7) Aparat Pengawas Inspektorat harus merancang pengawasan pengelolaan 
keuangan desa untuk mendeteksi adanya ketidakpatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (abuse] 

Bagian edua 
Pengendalian Mutu Penyusunan Rencana Dan Program Kerja 

Pengawasan Pengelolaan Keuangan DesA 
Pasal 

Pegendalian mutu at.as perencana.an pengawasan pengelola.an euangan des.a 
dilaksaa.k.an a0as peyusu.nan re.Cana dan program kerja pengarwasan serta 
koordinasi dengan obyek pengawasan 

Prosedur pengendalian mutu at.as penyusun.an enCana dan program kerja 
pengawasan pengelolean euagan desa peada tinglat tim adala h 
a. berdasark.an pada Program Kerja Pengawas.an Tahunan, Inspektur 



Kabupaten menuju.k tim yang akan melakcsanakan fungsi pengawasan; 
b. ketua tim ditugaskan untuk melengkpi Katu Perugasan sebagaimana 

terlampir pada forrulir Ill sebanyak rangkap 2 (dua, satu dimarsukkan 
dalam Kertas Kerja Pengawasan darn satu copy disampadkan ke pad.a 
Pembantu Penanggungiawab/Pengendai Teknis; 

c. ketua tim yang sdah ditunjuke selanjutnya mengusulkan alokasi anggaran 
waktu pengawasan (formulir Alokasi Anggaran Waktu) sebagaimana 
formulir yang tercantum pada Lampiran IV Peraturan Burpati mm, yang 
disediakan kepada setiap jenis pekerjaan [egiatan) dalam proses 
pengawasan; 

d. pembantu Penanggungiawab/Pengendali Teknis harus memberikan 
persetujuan atas alokasi anggaran waktu terse but demgan rem bu buh.kan 
tacnda tangan dalam formulir dan disimpan dalam kertas er)a pengawas.an 
agar dapat dipakai sebagai acuan dari pelakcsanaan kegiatan pengawasan; 

e. ketua tim dibantu oleh anggota tim kerudian melakeukan analisis atas 
data obyek pengaowa.san, see launjutnya akan ditetapk.an sasaran, rang 
lingkup, dan metodologi yang akan dipeakai; 

f ketua tim dibantu oleh anggota tirm akan melakukan acnalisis terhadap 
pengendaian intern obyek pengawasacn dan kepatuhan obye pengawas.an 
terhadap peraturan perundargan serta kemungkinan kecurangan yang 
dilakukan oleh obyek pengawasan; 

g. dari hasil analisis terse but maka ketua tim bersama dcngan anggota tum 
akan menyusun rencana pengarwasacn dalam bentuk Program Ker}a 
Pengawasan yang menjabark.an secara rinei tentang langkah -langkah yang 
aka ditempuh sehubugan dengan pelaksanaan pengawasa, 

h. Program Kerja Pelaksanae Pengarwasan sebagaimana pada formulir 
tercantum pada Lampiraen V Peraturan Bupati ini, yang kemudian akan 
disahkan oleh perbant Penasggungiarwab/Pengendai Tekenis dan 
diketahui oleh Inspektur Kabupaten; 

i, Setelah diperoleh Program Kerja Pelaksanaan Pengawasan maka Pembantu 
Penanggungiawab selaligus akan mengisi Formulir Check List 
Penyelcsaian Penugasan Perencanaan Pengawasan sebeagaian.a for muah 
tercantum pada Lampiran VI Peraturan Dupati ini, scbagai pengendalian 
at.as pelaksanaan pekerjaan perencanaan pengawa.san pad.a tingkat tim 

Pasal 1l 

(I Sebelum melaksanakan kegiatan pengawasacn terhadap pengelolaar 
keuangan desa, Tim perlu melakeulean koordinasi dengan pihak obyek 
pengawasan agar pelaksanaan pengarwasan terse but dapat berjalan 
sebagaura.na mnestin.ya. 

2] Prosedur untuk melakukan koordinasi dengan obyek pengawasan tentang 
rencana pelaksanaan pengawasan adala h 
a.setelah selesai meeneanaka kegiatan pengarwas.an pala tingkeat tirn 

maka Ketua Tim merencanal.an koordinasi dengan obye pengawas.an, 
b. tim kegiatan pengawasan juga akan mengumpulkan informasi yang 

berhubungan den@an obyek pengawasan, yang belur diriliki oleh Tie 
antara lain tujuan dan lingkup kerja kegiatan pengarwasan yang 
direncanak.an, waktu pelaksanaan kegiatan pengawas.an, a.para 
pengawas yang aka ditugas.kan, metode, batasan waktu dan tanggung 
jawab, permasala han obye.k pegawasan serta prosedur pelaporan dan 



proses pengawasan tindak lanjut; 
c. dalam koodinasi tersebut harus ad kesepakatan tertuhis yang 

kemudian disajikan dalam scbuah iotulensi Kesepakatan antara tr 
kegiatan pelaksanaan pengawasan dengan obek pengawasan. 

(3) Notulensi iri kerudian didokcumentaslaan dalam Kertas Kerja kegiatar 
pengawasan sebaga panduan selama proses pengawasan berjala 

(4) Notulensi Kesepakatan sebagaimana diraksuad pad.a ayat () 
menggunakan formulir sebagaimaa tercantum pad.a Lampiran VIE 
Peraturan Dupat in. 

BAB VI 
PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Bagian esatu 
Stander Pelaksanaan Perga0was.an 

Aparat Pengawas Inspektorat abupaten melaksana..an 
pengelolaan keuangan desa berpedoman pada Program Kerja 
Tahunan 

Pengawasan pengelolaan keuangan desa see bagar.an.a dimaksud dalam Fasal 
12 dilakukan melalui kegiatan audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 
pengawas.an lair 

Pasad 14 

(l) Kegiatan audit terhadap pengelolaan keuangaan desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13, meliputi: 
a. audit kinerja, 
b. audit dengan tujuan tertentu 

(2) Kegiatan audit terhadap pengelolaan keuangan desa harus dapat 
mengevaluasi dan memberik.an rekorendasi yang sesua untu.k 
meningkatkan proses tata kelola keuangan desa 

(3) Kegiatan audit terhadap pengelolaan keuangan desa harus dapat 
mengevalasi efektivitas dan berkontribusi terhadap perbak.an proses 
manajeren risiko melalui hasil pertimbangan (udgmend dari penilaian 
aparat pengawas bahwat 
a. tujuan auditi telah mendu.kung dan sejalan dengan visi dan misi auditi; 
b. risiko yang sigrifikan tela.h didentifikasi dan dine; 
c. tanggapan risiko yang tepat telah dipilih untuk menyclaraskan risiko 

dengan selers risiko (risk appetite) aeuditi; dan 
d. informasi risiko yang relevan telah dipetakan dan ikorunikasikaon 

secara tepat waktu di seluruh auditi, yang memungkinkan staf, 
manajemen auditi, dan pimpinan auditi untuk melaksanakan tanggung 
jawab masing-masin$- 



(4) Kegiatan audit terhadap pengelolaan keuangan desa harus dapat 
mengevaluasi potensi terjadinya fraud dan bagaimana auditi engelola 
risiko fraud 

(5 Kegiatan audit terhadap pengelolaan keuangan desa harus dapat 
membantu auditi dalam mempertahanla dan memperbaiki pengendalian 
yang efeketif dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi serta dengan 
mendorong perbaikan teruse-menerus 

(l) Kegiatan perantaan dan evaluasi se bagatnacna dimaksud dalam asal 
13 dilakukan terhadap pengelolaan keuangan desa mulai dari 
perencanaan, pela.san.a.an, penatarusaha.an, pelaporan, dan pertanggung 
jawaban keuangan dcsa 

[2) Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten dalam melakukan kegiatan 
pemantaruaon dan evaluasi sebagaiman.a dima.ksud pada ayat (ll 
berdasarkan petunjuk teknis 

(I) Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten harus mengumpulkaen bukti 
yang cukup, kompeten, dan relevan serta menguji bukti untuk 
mendukung kesimpuan, temuan pengawas.an dan rekomendasi has.il 
pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa 

(2) Aparat Pengawas lnspektorat Kabupaten haruas mengembengan ten an 
yang diperoleh selama pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan 
keuangan desa 

(3) Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten harus menyiapkan dan 
menatausa.haka dokumen pelaksanaan pengavwa.san dala bentuk 
kertas kerja kegiatan pengawasan. 

(4) Dokumen pengawasen harus disimpan secara tertib dan sistematis agar 
dapat secara efektif diarbil kembahi, dirupk, dan dianahisis 

Pasal 17 

(I Setiap tahap pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan 
keuangan desa harus disupervisi secara emadai untuk memastikan 
tercapainya sasaran, terjauminya kualitas, dan meningka tya 
kemanpuan Aparat Pengawas lnspektorat Ka bupaten 

(2] Supervisi sebeagairana diraksud ayat (l] harus diarahkan baik pad.a 
substansi maupun metodologi kegiatan pengawasan dengan tujuan antara 
lain untuk mengeta.hi 
a. perahaman anggota tin atars rencana pengawas.an, 
b. kesesuaan pelaksaaan pengawa.san dengaun standar pengearwa.san, 
c. kclcngkapan bukti yang tcrkandung dalam kcrtas kcrja kegiatan 



pengawasan untuk mendu.lung esimpulan dan rekomendasi sesua 
dengan jenis pengawasan; 

d. kelengkapan dan a.kuras laporan pengaowacsan yang menca up 
terutama pada kesimpulan dan rekomendas sesuai dengan ems 
egatan pongawas.an. 

(3) Serua pekerjaan an@gota tirm harus direviu oleh ketua tim; semua 
pekerjaan ketua tim harus direviu oleh Pembantu 
Penaggungiawab/Pengendadi Telknis sebelumn la poran has.il pengawasan 
dibuat 

(4) Reviu oleh atasan peda aktivitas egataan pelaksan.aan pengawas.a.n 
terhadap pegelolaan keuangan desa harus dilakukan sccara periodik agar 
menjamin ba.hwa perkembangan pelaksa.naan kegiatan pengawa.san 
masih efisien, efektif, mendalam, obyektif, dan sesuai dengan ketentuan 

Bagian Kedua 
Pengendalian Mutu Pelaksanaan Pengawa.san 

engendalian mutu pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan des«a 
dilaksanakan at.as waktu, kesesuaian dengan program kerja pelaksane.an 
pengawasan, temuan, dokumen tarsi hasil kerja, kesesuaian dengan standar 
serta supervisi kegatan pelaksanaan pengawas.an 

(l Program kerja pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan 
desa mengatur tentang waktu yaitu waktu dirulai sampai dengan selesad 
pelaksanaan kegiatan pengawas.an. 

[2) Ketua tim harus mengendalikan waktu penyelesaian pelaksanaan 
kegiatan pengawasan untuk dirinya sendiri dan anggota timnya 
berdasarkan anggaran waktu dalam program kerja pelaksanaan 
pengawasan yang dipantau melalui laporan mingguan pelaksanaan tugas. 

(3) Ketua tim dibantu oleh anggot.a tirm relakukan pengurpulan dan 
pengujian bukti, melakukan analisis, evaluasi, konfirrnasi dan prosedur 
egatan pengawa.san. 

(4) Perkembangan pengumpulan dan pengujian bukti ini dituangkan dalam 
Laporan Minggua Pengujian Dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan 
pengawasan sebagaimaa tercantum pada formulir Lampiran VIII 
Peraturan Bupati ini 

(1 Program kerja pelaksanaan pengawa.san terhadap pengelolaan keuangan 
desa yang telah mendapat pengesahan, atau perubahannya jika ada, 
diisikan pada kolorm realisasi sehingga dari daftar program kerja terse but 
dapat dikendalikan kesesuaian kerja kegiatan pcngawasan dengan 



program kera pelasanaan pengawas.an. 

(2) Pemeniksaan dan pengesa han program pela.sauna.an pengawasan 
sebagaimana diraksud ayat (l) harus diberikan sebelum pengawasan 
dilaksana.an, yait.ua dalam tahap perencanaan pengawas.an 

(3) Kolom realisasi dan referensi diisi setelah pengawasan dilaksanakan 
secara bertahap 

l) Program kerja pelaksanaan pengawasan untu mengiisi realisasi 
sebagaroan.a pada formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan 
Bupati ini 

(2) Termuan yang telah dikerbangkan harus dibahas dan disetujui oleh 
erbantu Penanggungiawab/Pengendai Tekis dan dikomunikasikan 
dengan piopnan obyek pengawasan sebelumn atau pad.a saat 
penyelesaan pengawasan di lapaungan. 

(3) Hasil dari pengkomurikasian temuan terse but didokeumentasikan, diberi 
tanggal, ditandatangani oleh Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten dan 
obyek pecngawasan scbagai tanda persetujuan atas kesepakatan dan 
ketidaksepakatan terhadap temuan dan rekomendasi yang diberikan. 

(4) Pada dokumentasi kesepakatan barus berisi kesang8upan pelaksanaa.n 
tindak lanjut oleh obyek pengawasen atas rekomendasi yang diberikan 
oleh Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten paling lama 60 (enam 
puhuh) hari setelah Laporan Hail Pengawasan diterima. 

(I) Kertas kerja pengawasan yang merupakan bukti audit/ reviu/ 
pemantauan/ evaluasi da catatan lainnya yang harus mendulung 
temuan dan kesimpulan Aparat Pengarwas lnspektorat Kabupaten dari 
pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakanya 

(2) Anggota tim dan ketua tim serta Pembantu Penanggungiawab/ Pengendali 
Tekenis harus membuat kertas kerja Yang aka mend ukung temuan dan 
kesimpulan hasil pengawasan 

(3) Kertas Kerja pengawasan terse but harus ditclaah secara berienjang, yaitu 
ketua tim menelaah kertas kerja pengarwascan yang dibuat oleh ang8oa 
tim, peebantu Penangungiawab/Pergendali Teknis menclaah kertas 
kerja pengawasan yang dibuat oleh ketua tim dan 
Penanggungiarwab/ pengendali mutu menclaah kertas kerja pengawasan 
yang dibuat oleh Pernbantu Penasnggungiarwab/Pengendadi Tekenis 

(4) Standar format kertas kerja kegiatan pengawasan memuat kertas kerja 
perencanaan, pelak.sanaan dan konsep laporan hasil pengarwasan 

(5) Kertas Kerja Audit (KKA} pokok harus meruat 
a. KKA perencanaan audit yaitu KA pengurpulan informasi, KA survei 



pendahuluan, KKA evaluasi SIP dan KKA program audit, 
b.KKA pelaksanaan audit yaitu KKA pengujian pengendalian, KKA 

pengujian substansi, KKA pengembeangan temuan dace KKA 
kesepakatan atau ketidaksepa.katan temuan dan rekorend.as, 

c. Konsep laporan hasil audit final 

(6) Kertas Kerja Reviu (KKR} pokok harus memuat. 
a.kKKR perencanaan reviu yaitu KKR pemahaman at.as entitas, KKR 

penilaian atas Sistem Pengendalian Intern, dan KKR program kerja 
rev, 

b. KKR pelaksanaan reviu yaitu KKR persiapan pengumpulan informasi 
keuargaon, KKR penelusuran angka LP9D, KR perminta.an keterangan, 
KKR prosedur anaditis; 

c. onsep laporan basil reviu. 

(7) Kertas Kerja Pemantauan pokok harus memuat 
a. Kertas kerja perencanaan perantacuan yaitu kert.asker)a pengupula.n 

informasi, kertars kerja program penan tau.an, 
b. Kertas kera pelaksanaan peman tau.an yaitu Kertas Kerja endahuhuan, 

Kertas Kerja Uraian Hasil Pernantauan; 
c. Konsep aporan hasl peat.aan. 

(8) Kertas Kerja Evaluasi (KKE} pokok harus memuat 
a. KKE perencanaan evaluasi yaitu KKE pengumpulan informasi, kKKE 

survei pendahuluan, KE program evaluasi; 
b. KKE pelaksanaan evaluasi yaitu KKE atas pencapaian ha.sil organisasi, 

KKE atas penerapan komponen manajemen organisasi, KE Penilaian 
dan Simpulan; 

• Konsep laporan hasil evaluasi 

(I) Pengumpulan dan pengujian bukti dilakukan pada pelaksanaan kegiatan 
penggawas.an 

[2) Pengendalian terhadap dikeutirrya standar pengarwassen ilakeukacn dengan 
mengisi Check List Penyelesaian Pengujian de Evaluasi sebagaimana 
tercantum pada forulir Laun piran X Peraturan Bupati ini 

Pasal 24 

(l) Supervisi oleh Ketua Tim terhadap anggota tim dilakukan scbagai berikut: 
a. Secara langsung pada setiap kesempatan selama pelaksanaan 

pengawasan berlangswung maupun secara tidak langsung; 
b. Supervisi dilakuan melalui reviu ertas Kerja pengawasan yang dibuat 

oleh arggota tim; 
e. Kertas kera pengawasan yang tela.h sesuai dengan tujuannya a.k.an 

ditandai dengan paraf ketua tin di kertaus kerja pengawasan anggo ta 
tim sebagai tanda telah mendapat reviu dan disetujui. 

(2) Supervisi oleh Pembantu Penarggngiawab/ Pengendali Teknis terhadap 
anggota tim dilakukan sebagai berikut 
a. secara berkala Pembecntu Penanggungierwab/ Pengendali Teleis a.k.an 



mendatangi tim yang sedang berada di lapangan untuk menangan 
pelaksanaan pengarwasan yang memerlukan eputusan dari Pemban tu 
penanggungiawab/Pengendai Teknis; 

b. pembantu Penanggungiarwab/Pengendali Teknis melakukan revru at.as 
Kertas Kerja pengawasan yang dibuat oleh ketua tim; 

c. dokumentasi kerja Pembecntu Penanggungiaewab/Pengendali Teknis 
dicatat dalam suatu lerabar kerja yang disc but formulir Lem bar Reviu 
Supervisi Pembantu Penanggungiawab/Pengendali Teknis; 

d. formulir supervisi disediaka oleh ketua tim, diisi oleh Pembantu 
Penangguangiawab/Pengendali Teknis dan ketua tim, satu lembaf 
disimpan sebagai Kertas Kerja pengawasan dan satu lembar lag 
menjadi arsip Pembantu Penanggungiarwab/Pengendali Teknis; 

e. formulir Lembar Reviu Supervisi Perbantu 
Penanggungiawab/ Pengendali Teknis sebagaimana pada formulir yang 
tereantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini 

(3) Supervisi oleh PenangRung Jarwab/Pengendahi Mutu terhadap seluruh tin 
dan pembantu penanggungiawab/ pengendadi teknis dilakukan sebaga 
berikut: 
a. penanggungiawab/Pengendali Mutu melakukan tugas pengawasan 

terhadap semua tirm pengarwa.san dan pembantu penanggungawab 
/pengendali tcknis atas pelaksanaan pengawasan yang dilakuka 
melalui reviu atas formulir supervisi oleh penanggungiawab 
/pengendali teknis dan konsep laporan yang disampaikan; 

b. Reviu langsung dengan penanggungiawab /pengendali teknis dan 
ketua tirn dalam suatu rapat reviu, membenikan komentar atas kinerja 
pelasanaan pengawasan dan mengisi formulir Lem bar Reviu Supervis 
untuk mengkorurikask.an hasl reviuya, 

e. Formulir Lembar Reviu Supervisi penanggungiarwab/pen@endali tutu 
sebagaimana pad.a formulir yang tercantum dalam Lam piran Al 
Peraturan Bupati ini 

BAB VII 
PELAPORAN HASIL PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Bagian Kesatu 
Standar Pelaporan Hasi Pengawas.an 

Pal 25 

(l Audit terhadap Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan Aparat 
Pengawas Inspektorat Kabupaten dituangkan dalam bentuk laporan hasil 
audit. 

(2) Laporasn Hasil Audit dibuat secara tertulis sesuai dengan penugasan, 
format yang sesuai segera setelah selesai melakukan audit, dalam bentuk 
dan isi yang dapat dimengerti oleh auditi dan piha.k lain yang terkait 

(3) Aparat Pengaarwas Inspektorat Kabupaten harus melaporkan adanya 
kelenaha atas sister pengendalian intern auhiti, ketidakpetuha.n 
terhadap peraturan perudang-undangan, kecurangan an 



ketidakpatutan (abuse) auditi. 
(4) Laporan hasil audit harus tepat wa.ktu, lengkap, akurat, obyektif, 

meyakin.kan, serta je las. 

(5) Aparat Pengawas Inspekctorat Kabupaten harus memnta 
tan@gapan/pendapat terhadap kesimplan, teman, dan rekomendasi 
termasuk tindakan perbailan yang direncanakan oleh auditi, secar# 
tertulis dari pejabat auditi yang bertanggung jawab 

(6) Lapora hasil audit Inspektorat Kabupaten disampaikan kepada Bupat, 
auditiobyek pengawasan dengan tembusan kepala Badan Pemeriksa 
Keuangan Perwakilan. 

(7) Sistimatika Lapora Has.il Audit sebagaimacna diraksud pada ayat (lJ 
tercantum dalam Lafpiran XI Peraturan Bupati ini. 

(I) Pemantauan daen Evaluasi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa yang 
dilaksanakan parat Pengawas Inspektorat abpaten disamnpaka 
dalam bentuk laporan hasil monitoring dan evaluasi, 

[2) Laporan Haei Perantauan dan Evaluasi dibuat secara tertulis sesuai 
dengan pengasan, format yang a segera stela.h seless melakukan 
pemantauan daan evaluasi, dalam bentuk dan isi yang dapat dimengerti 
oleh auditi dan pihak lain yang terkeait; 

(3) Lapora has.il pemantauan dan evaluasi harus tepat waktu, lengap, 
akurat, obyektif, meyakin.kan, serta jelas, dan seringkas mungkin; 

(4] parat Peng#was Inspektorat Kabupaten harus merta 
tan@gapan/ pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan rekomendasi 
termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh auditi, secara 
tertulis dari pejabat auditi yang bertanggng jawab; 

() Lapora.n has Pera.actuacn das Evaluacsi Inspektorat Kabu paten 
disampaikan kepada Bupati, auditi/ obyck pengawasan dengan tembusan 
kepada Badan Pemeriksa Keuanga Per wakilan; 

(6) Sistimatika Lapora Hasil Pemantauan dan Evaluasi se bagaimana 
dimaksud pada ayat (l] tercantum dalam Laumpiran XIII Peraturan Bupati 
ini 

Bagian edua 
Pengendali Mutu Pelaporan Hasil Pengawasan 

engendalian mutu pelaporan hasil pengawasan terhadap pengelolaan 
keuangan desa dilaksanakan atas penyusunan konsep laporan serta finalisas 
dan distribusi lapo.ran. 



Pasal 28 

(l] Pengendahian at.as penyusunan konsep laporran hasil pengaowasan 
terhadap pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut: 
a. konsep Laporan Has Pengawasan disusun oleh Ketua Tim dengan 

dibantu oleh anggota tim dengan berdasarkan hasil pengaowas.an yang 
didokumentasikan dalam kertas kerja dan temuan audit/reviuf 
pemantauan/evaluasi yang tela.h dikorunikasikan dengan obyek 
pengawasacn, 

b. Ketua tim dengan dibantu anggota tim menyiapkan formulir kendali 
Konsep Laporan dan mengisi data arwal, yaitu tentang obyek 
pengawasan dan tirm audit/reviu/ pemantauan /evaluasi; 

c. selain formulir Kendali Konsep Laporan, Ketua Tim dan Anggota Tim 
menyiapk.an formulir Reviu onsep Laporan, untuke Pembantu 
Penanggungiawab/Pengendahi Telesis dan 
Penaggungiawab/ Pengendali Mutu; 

d. konsep Laporan yang tela.h selesai disusun oleh Keta Tim, beserta 
denga formulir Kendali Konsep Laporan da formulir Reviu Konsep 
Laporan, diserahkan oleh Ketua Tie kepada Perbantu 
penarggungiawab/ Pengendai Telenis untuk direviu; 

e. jika Pembantu penanggungiawab/ Pengendadi Tekis menerukan 
adaya permacsala han atau pertanya.a.n dalam Konsep Laporan, 
Pembantu penanggngiawab/ Pengendali Telcnis menuliskan 
permasala han atau pertanyaan terse but dalam formulir Reviu Konsep 
Laporan, 

f. permasalahan atau pertanyaan terse but harus ditindaklanjuti oleh 
Ketua Tim dan menulislan tindak lanjut terse but dalam formulir Reviu 
Konsep aporan; 

g. jika Penanggungiawab/Pengendai Mutu telah merasa puas dengan 
konsep laporan hasi pengawasan, make Konsep Laporan Hasil 
Pengawasan beserta formulir Kendali Konsep Laporan diserahkan 
kepada tim untuk difinalisasi da didokumentasikan dalam kertas 
kerja pengawas.an 

(2) Formulir yang digunakan untuk pengendalian atas penyusunan konsep 
laporan hasil pengawasan melipt 
a. formulir Pengendalia Penyusunan Lapora.n scbagaimana tercantum 

dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ii; 
b. formulir Reviu Konsep Laporan oleh pembantu Penanggungiarwab 

/Pengendali Telnis dan Penanggungierwab/Pengendali Mutu 
sec bagairmana tercantum dalam lampiran XV peraturan Bu pati in 

(I) Pengendalian atas finalisasi dan distribusi laporan adalah scbagai berikut: 
a. konsep Laporan Hasil Pengawasan yang telah disetujui oleh 

Peranggungiawab/Pengendali Mutu kerudian difinalkan oleh tin 
audit/reviu perantauan/evaluasi, 

b. laporan Hasi Pergawasan Final diserahkan oleh tim kepada Ketua Tim 
untuk dikoreksi menggunakan formulir check list Finalisasi Laporan; 

c. aporan Hasid Pengawa.san Final, formulir check hist Finalisasi Lapora.n, 
discrahkan kepada Pembantu Penang8ngiawab/ Pengendali Teknis 



untuk direviu; 
d. laporan Hasil Pengawasan Final, formulir check list Finalisasi Laporan, 

yang telah direviu oleh Pembatu Penanggungar wab/ Pengendadi Tekris 
kemudian diserahkan kepada Penanggungiawab /Pengendali Mutu 
untuk ditandatangan, 

e. laporan Hasil Pengawsac Final yang tela.h ditandatangani olch 
Penargguangiawab/ Pengendali Mutu, formulir check list Finalisasi 
Lapora diserahkan e Tim; 

f. tim membuat Surat Pengantar kerudian menyerahkan Laporan Hasil 
Pengarwas.an Final, formulir check list Finalisasi Lapora serta surat 
pengantar kepada Sekretaris Inspektorat, 

g. laporan Hasil Pengawasan Final, formulir cheek list Finalisasi Lapora.n 
beserta surat pengantar yang telah ditandatangi oleh Sekretaris 
Inspektorat diserahkan lee Ti; 

h. tim menverahkan Laporan Hsi Pengawasan Final serta Surat 
pengantar kepada fungsi yang memperbanyak dan menjilid Laporan, 

i. laporan Hasil Pengawa.san Final, beserta srat pengantar yang tela.h 
diperbanyak dan dijilid diserakan kepada fungsi yang mendistribusikan 
laporan hasil pengawasan, kerudian didistribusikan kepada Bupat, 
auditi/ obyek pengawasan dengan tembusan kepada PK Perwakilan 

(2) Formulir yang digunakan untuk pengendalian atas finalisasi dan 
pendistribusian laporan adaah formulir check list Penyelesaian Laporan, 
sebagairmana tercantum dalam lampira XVI Peraturan Bu pati ini 

BAB VIII 
TINDAK LANJUT 

HASIL PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Bagian Kesatu 
Standar Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 

Pasal 3O 
(l Hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten terhadap pengelolaan keuangan 

desa wajib ditindaklanjuti oleh permerintah des sesuai dengan 
rekomendasi. 

(2] Wakil Bupati bertanggung jawa.b mengoordinacsikan pelaksanaan tindak 
lanjut hasil pemeriksaan sebagairmana dirak sud pada ayat (lJ 

(3] Pererintah Desa yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasi 
pengaowasan Inspektorat Kabupaten sebagaran.a dimnaksud pada ayat fll 
dapat dikcnakan sanksi sesuai dengan kctentuan peraturan perundang 
undangan. 

(4) Inspektur Kabupaten melakukan pemantauan dan permutakhiran at.as 
pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawas.an terhadap pengelola.an 
keuangan dea 

() Hasil pemantauan dan permutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut 
scbagairmana dimakc.sud pada ayat (4) disampeikan kepada Bupati 



(6) Pemutakhiran hasi] pengawasan Aparat Pengawa.sawn Inspektorat 
Kabupaten dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun 

(I) Apart Pengawas inspekctorat Kabupaten harus mengkorurikasikan 
kepada auditi/obyek pengawasan bahwa tanggtung jawab untuk 
menyelesaikan atau menindaklanjuti temuan hasil pengawasan dan 
rekomendasi berada pada atditi/obyck pengawasan, 

(2) Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten harus memantaru dan 
mendorong tindak lanjut atas teman beserta rekomendasi; 

(3 Apart Pengawas Inspektorat Kabupaten melaporkan status temuan 
boserta rekomendasi hasil pengawasan sebelurnya yang bcut 
ditindaklanjuti; 

(4) Terhadap teruan yang berindilacsi adanya tindakan ketidakpatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan dan kecurangan, Aparat 
Pengawas Inspektorat Kabupaten dapat membantu aparat penegak 
hukum yang disesuaikan dengan permintaan aparat penega.k kn, 
dan dengan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Bupati 

Bagian Kedua 
Pengendalian Mutu Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 

Pengendalian mutu tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pengelolaan 
keuangan desa dilaksanakan atas kewajiban melaksanakan tindak lanjut dan 
prosedur pelaksanaan pemantaruan tindak lajut 

Pengendalian atas kewajiban mclaksanakan tindak lanjut adalah sebaga 
berikut 
a. Kepala Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan 

lnspektorat Kabupaten; 
b. Inspektorat Kabupaten berkewajiban untuk memantau pelaksanaan tindak 

lajut hasi pengawasan untuk renjamin leefeketifan pela.ksa.naan 
pengawas.an, 

c. Inspektorat Kabupaten harus mermasu.kkan kegatan pemantaua tinda.k 
lanjut dalam rencana strategis maupun tahunan; 

d. setap pelaksanaan pengawasan ulargan art.as suatu aruditi, Aparat 
Pengawas Inspektorat Kabupaten harus mehihat apakah rekomendasi dari 
laporan hasil audit terdahulu telah ditindaklanjuti; 

e. Inspektorat Kabupaten harus faerbuat prosedur peran taruan pelaksan.a.an 
tindak lanjut yang didasarkan pada tinglat kesulitan, ketepatan waktu, 
pertimbar@an risiko dan kerugan 



(l) Prosedur pelaksanaan pemantaruan tindak lanjut se bagai berikut 
a. berdasarkan laporan hasil pengawasan, ketua tim membuat form uhir 

penyampaian rencana aksi tindak lanjut yang diserahkan ke unit yang 
melaksanakan fungsi pelaporan dan tindak lanjut untuk diinput ke 
dalam daftar temuan Inspektorat Kabupaten; 

b. fungsi pelaporan dan tindak lanjut melakuken verifikasi atas la poran 
tindak ajut yang telah dilakuan oleh audit/obye pengawacsan dan 
bila dianggap perlu tim pemanta dapat melakukan pengupan 
terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh auditi/obyek pengawason, 

c. untuk tindak lanjut yang kurang meruask.an, tim peman tau 
melaporkan kepada Inspektur termasuk risiko yang masih ada; 

d. berdasarkan laporan terse but, Inspekur menyamnpakan surat kepad.a 
auditi/obyek pengawasan untuk melaku.an tindak.an tam ba han 
se hingga tindak lanjut menjadi lenglap dan efektif; 

e. tindak lanjuat yang telah dilakukan oleh aaditi/obyek pengawasan 
dicatat dalam daftar temuan hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten, 
jika tindak lanjut dinyataka telah selesai dan sesuai, mnaka pad.a 
kolorm keterangan dicantumkan kata sudah selecsai (tun0as), sud.a.h 
dilakukan tindak lanjut ta pi belum selesai dan belum dilakeukan tindak 
lanjut"; 

f. apabila batas waktu penyelesaia tindak lanjut terlampaui, Inspektorat 
Kabupaten menerbitkan dan menyampeikan surat peringatan pertama 
kepada pimpinan auditi/obyek pengawasan atas rekomendasi yang 
belum ditindaklanjuti dan atas tindak lanjut yang masih kurang 

g. jika dalam satu bulan setelah surat peringatan pertama tindak lanjut 
behum dilakukan aeuadii/obyck pengeowassn, maka Inspektorat 
Kabupaten menerbitkan surat peringatan kedua; 

h. jika dalam satu bulan setelah surat peringatan kehua terbit tinda. 
lanjut tidak jug dilakulean, maka tim pemantau membuat surat 
pemberitahuan kepada Bupati; 

i. tim permantau tindak lajut melakukan permutakhiran tindak lanjut 
atas saldo temuan yang belu ditindaklanjuti dan tindak lanjut yang 
masih kurang, dilakukan paling kurang dua kali dalam setahun dan 
dituangkan dalamn sebuah berita acara yang ditandata.ngan pm pran 
auditifobyek pengawasan dan tim pemantau tindak lanjut 

(2) Formulir Rencacna Aksi Tindak Laun jut Teruan Pengawasan yang dibouat 
oleh ketua timn untuk unit yang akan melaksanakan fungsi administrasi 
pelaporan dan tindak lanjut sebagairaa tercanturn dalam Lampiran XVIL 
peraturan Bupati ii 

(3) Semua tindak lanjut Yang telah dilaksanakan oleh audit/obyek 
pengawasan harus dilaporkan melalui formulir la poran tindak lanjut 
temuan pengawas.an sebagauian.a tercantum dalam Lampira XVII 
Peraturan Bupati ini 

(4) Formulir laporan permantaran tindak lajut temu.an pengawasan yang 
harus diisi dan disampail.an oleh tim pemantacu tindak lanjut atas has.l 
pemantauan yang telah dilakukannya sec bagaimana tercantumn dalam 
Larnpiran XIX Peraturan Bupati ini. 
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(5 Perutakhiran atas status temuan yang belure ditindaklanjuti oleh 
auditi/obyek pengawasan dituangkan dalam sebuah Serita Acar 
Penutakhiran Data sebagaimana tercantum dalam Lam piran XX 
Peraturan Dupati in 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 35 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setap 
orang mengetahuinya, memerintat"PPeundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas. 

Ditetapkae di Sambas 
pad.a Tan4gal 22 Jui 2016 

BUPATT SAMBAS, 

TTD 

ATBAH ROMIN SUHAILJ 

Diundangkan di Sambas 
pada tangga 22 Juli 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS 

TTD 

JAMIAT AKADOL 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 20I6 NOMOR 16 

Salina Sesuai Dengan Aslinya 

IS 
(vfa 

Nip. 19640112 200003 1 003 



LAM PIRAN 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

I PERATURAN BUPATT SAMBAS 
16 TAHUN 20I6 
22 JULI 2016 

• PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS 
RISIKO DALAM PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA BAGI APARAT 
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN 
SAMBAS 

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT 
INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS 

TAHUN 20XX 

I Surat Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pergarwa.scan Tahu.nan (PKPT 
2. Lampiran L. Program Kerja Pengawasan Tahu.nan (PP' 

a. Penda hualuan, 
b. Poleok-Pokok Kebijakan Pengerwa.sane 
c. Ruang Lingkup Pengarwa.searn; 
d. Sasaran Pengaowasa.n, 
e. Obyek Pergawasag 
f personil dan Dana Perunjange 
g Penutup. 

3. Lampiran [I. Riegkcasan Jadeal Pelakes.aca.an Pegawas 
Lam piran IL. Rincian Jadwad Pelaksanan Peng#rwa.san; 
Lartpiran IV, Peta Pengaowa.sea.n 



LAMPIRAN II 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI SAMBAS 
I6 TAHUN 2016 
22 JULI 2016 
PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS 
RISIKO DALAM PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA BAGI APARAT 
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN 
SAMBAS 

PETA PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS 

getup 
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¢ old 
ee 
do0 t. 
¢ old 
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LAMPIRAN II 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

PERATURAN BUPATT SAMBAS 
16 TAHUN 2016 
22 JUL 2016 
PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS 
RISIKO DALAM PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA BAGI APARAT 
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN 
SAMBAS 

KARTU PENUGASAN 
Nomor. ••...• • ..•••••..• 

-··---- 

--···----- 

Evala 
ula ta 

Nara Au/ 0bye Pen9aw 
No Fie Pe0aen 
encana Ai 
rakhr lino 

• 

d Au Pernart a 
2 Alarnat e Nomnor Telepon 
3 figlt fee Uni A%etas 
4. Tuia4Au Pera +a 

a iarnaeta 
b Nara0got Te 

68 Au/ Peron tNEvad au.a 
denga Surat Tug Nono 

f 

7 • 9 
--·-·----- ---- --- --- 

Me geta.hi 
Peng da Tele.is, 

t --·--·· • • •• I 

d/ - - ------ ad0 - d. 0.000 
00- 
o/ 

e u. 

e • 
' 

PETUNJU PENO4SAN 
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LAM PIRAN 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

i0 

a 

0 

• 

• 

• 
. - 
• 
• 
• 
• • 
. - • 
• 
• 

IV PERATURAN BUPATT SAMBAS 
I6 TAHUN 2016 
22 JULI 2016 
PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS 
RISIKO DALAM PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA BAGI APARAT 
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN 
SAMBAS 

- Do 

' 

d 

e0 

4 

pEruNU PENASA.N 
8.00.0b 
boo do.oiled 
.Kolo die o.le ii 
dole 9. 

diet.p.a 
e. Kolo distujuaidii pertujan 
f olo iii ieni ear 
.de 
Kole 2ii den .let. i de 

hole ii 

op.ht t 
Opel.ore bit 



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATTI SAMBAS 
NOMOR 16 TAHUN 2016 
TANGGAL 22 JUL 2016 
TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS 

RISIKO DALAM PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA BAGI APARAT 
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN 
SAMBAS 

27 

PROGRAM KERJA PENGAWASAN 

Unit organis.as/Program/Kegiatan . ··- ·- .. . .. ........ 
Jenig Penga . 0as.an . . -·········--··--···· 
Tahun . . ···--··············- . . 
Dikerjalain oleh . ·-·· ············-··-· 
de fa 4. ... SU ··- - •• 00 - KA 

f 2 3 • 6 • 7 

, 
2 
3 • 
5 

PETUNJUK PENGASIAN 
a. olo it pros.4tan ii ngn mar uit yang beraongta. 
h Kolo jeni pnows ci erg lite%e0it/reviiu/pennon.tun/value 
e.Kolo tau ii taut/reveiqe gt/eh terebut 
dolor dikerjaan oleh di den.gan naa penousprogot«adit terse but 
e. Golom l dis den.gan notot art 
f oloam dis dengan tuajuan avat/rev/peon.on/evading bend.a.k dica.pa 
g Kolo 3 diii den.. lur, uuranspel, metoeaonwaketayanga.an dipea..a 
h. olone 4 dis den.gar a.ng.ran wketu yang digerlukn 
i. olorm S dii dengan naa Apart Pengaowyang berto 
j. Kolo 6 diisi dengan realise.i wakru yang dipole utule eele.ala kolom 3 
le. Kolo 7 iii deenga ndecor9 arsip 



LAMPIRAN VI PERAT'URAN BUPATT SAMBAS 
NOMOR I6 TAHUN 2016 
TANGGAL 22 JULI 2016 
TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS 

RISIKO DALAM PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA BAGI APARAT 
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN 
SAMBAS 

CHECK LIST 
PENYELESA!AN PENUGASAN PERE NCANAAN PENG4WASAN 

$.. 

13 
1 

g pea 

stat 

28 

PETUNJUK PENGISLAN 
l.Kolom l dis dengan moor urut 
2.kKolorn 2 diii den@an je.is pelerj yang dial ulo 
3 Kol0 3ii hat be 
4Kolo 4 i dengan perent fee • teebut 
S. Kolor tanda t.angan dis dengan tad tang pen@odadi tekni dan pee dahi moutu 



LAMPIRAN 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

VII PERATURAN BUPATTI SAMBAS 
I6 TAHUN 2016 
22 JULI 2016 

PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS 
RISIKO DALAM PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA BAGI APARAT 
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN 
SAMBAS 
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LAMPIRAN 
NOMOR 
TANGOAL 
TENTANG 

VIII PERATURAN BUPATI SAMBAS 
16 TAHUN 2016 
22 JULI 2016 
PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS 
RISIKO DALAM PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA BAGI APARAT 
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN 
SAMBAS 

LAORRAN MINGO0AN 
PENGUAN DAN EVALUA.SN 

• - d 

• ' • $ , - , 

PETUNJUK PENGISiAN; 
a4Miggule dis denga mingle berapalap4 rater»ob 
b Nana 0by po9a4 ad%l%80.. 
¢ Kolorn periode el gn 
diKolorn A.peat Peg le.peoat 9n an pet Peng.we ins.peoat yang 

Veal.nu.ldari 

ingelorat yang brsagit.a 
bagiApart Pengra ls.» ct0et 

benyrnpd 

t Kolomn dis dengabirye le beg A.eat Peng 
m. Klem8 dis denga total a0gt% biyy%g tech 

yangbersang#utan 
n K0lorn nan8Ap4Pe. 

bert9a 
e Kolo 



LAMPIRAN LX 
NOMOR 
TANGOAL 
TENTANG 

PERATURAN BUPATTI SAMBAS 
16 TAHUN 2016 
22 JULI 2016 
PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS 
RISIKO DALAM PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA BAGI APARAT 
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN 
SAMBAS 
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LAMPIRAN X 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI SAMBAS 
I6 TAHUN 2016 
22 JULI 2016 
PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS 
RISIKO DALAM PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA BAGI APARAT 
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN 
SAMBAS 

LEMBA REVN SUPERVISN PENGENDAL TEKNS PEASANT'U PENANGGUING.AWA.B 

Nara0bek Penga a 
No Surat Tugas 
er d 

Pengendeli knife. tu Peng9g rat 

Perr 

PETUNJUK PENGISLAN 
a. Kolo fa 0byek pen9aw. iii den.an aa owe pen.gwas.an yahg dha.u.a 

audit/nevi/pet.ta/evau 
, Kolo poor sat tu. cul 
e.Kolo period d erid ur edit/rewire/penoun/ev. 

terse but 
d Kolo et ti diii deng nacooletu tang bertangawab 
e. Kolom l dis notoot urut 
f Kolom a2diii dengan perruaso.dahataukontar 
g Kolo 3did dengas poor indek attars lode KP 
h. Kolo dis penyelect a an iauk.n oleh let.a to a. 0.got.a ti ats 

perodala.ha atau lo tar dai ten.is/per.boot penandawab 
• oloe S diii dent peoaf pen.ge di tel.is/per.bent pen wgoowabseboa.gait.ad 

persetuju.an a pore.let via.n yang dun oleh ketu ti dean igeota ti an.g 
bersangkuta 

j Kolo taend.a tang di ta tan an aura pee.dahi tekni/per.bent 
penangrgiarwab yang bertanu.gjeeeb 

k.Kolo ta.n.8al diii diau.pros es reviea teob.t 



LAMPIRAN XI 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI SAMBAS 
16 TAHUN 2016 
22 JUL 2016 

PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS 
RISIKO DALAM PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA BAGI APARAT 
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN 
SAMBAS 

LEMBAR REVN SUPERVISI PENGENOAL UTU/PENANGGUNG.JAWAS 

Nana Obyelk enga - No Surat Tugars . . .. ... ·-· Peno - - - - 
Ket Tie - - 

No er , hanooen y re f 2 6 

f 
2 
3 • 
5 

Pege la Mutu erang9g ab 

land tang.an . - - . .. 
Nana - 

Tag9al 

PETUNJUK PENGISIAN 
a. Kolo aura obyek pf.w.a.an ii den.gt 0 0be.k pg..a..gdiau.a 

audit/reviu/pea.tao/eval 
kale no0rt tu.cul0pl 

e. Kolo petri de iii en period die.ye.di/evi/pent.en/ev%l. 
terse bat 

d Kolo ketua i diii den.oaketu twang bertangentiaowab 
e. Kolo dsdengan nonor urut 
f Kolom diis dengah permasaahat.aukont 
g Kolom 3 diisi dengaon indek atau loeP 
h. Kolo 4 dis peneelesaa. 0. diau.an 0le.h ketu t at. a.r ota ti at.as 

permataha ti iorentar dint peers aut/peoaerat» 
i. Kolo diii den.ga peooaf pengeedadi tu/penangaowa.bsebe.di ta.da persetu an 
ta perrele any..ngaula oh tu ien.89o.ti.@berg4 

j olomn taunda tangan dii +own taode tango din nae persendal mtu/ 
penanggarwab yang bertaegugjeeab 

• Kolo ta%8 diii dent tan.ea1iaeuya nevieuterse but 



LAMPIRAN XII PERAT'URAN BUPATT SAMBAS 
NOMOR 16 TAHUN 2016 
TANGOAL 22 JULI 2016 
TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS 

RISIKO DALAM PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA BAGI APARAT 
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN 
SAMBAS 

SISTIMATIKA LAPORAN HASIL AUDIT 

BAB I . Sim plan da Rekomendasi. 
(I) Sirpulan Hasil Audit. 
2 ekomendas. 

BAB II . Uraian Hasil Audit . 
' Data Urum 

(a) Dasar Audit 
(b) Tujuan Audit 
(e) Ruang Lingkup Audit 
(d) Batasan Audit 
(e) Pendekatan Audit 
0n Strategi Pela poran 
(g Status dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit yang 

lalu 
2 Hasil Audit 

(a) pofiul Administrasi Umum Pemerintahan 
. Kebijakan Daerah 
. Kelembagaan 
. Pegawai Daerah 
. Keangan Daera.h 
. Barang Daera.h 

(bl Prof Uruan Pererintahan 
Urusan Wajib . Urusan Pihan 

. Dekonsentrasi 
. Tugas Pembantuan 
. Kebr Pini Hibah Luaur ri 

3. feuan dan Rekomendasi 
BAB III . Penutu 
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LAMPIRAN XIII PERAT'URAN BUPATTI SAMBAS 
NOMOR 16 TAHUN 2016 
TANGGAL 22 JUL 2016 
TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS 

RISIKO DALAM PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA BAGI APARAT 
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN 
SAMBAS 

SISTIMATIKA LAPORAN ASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan 

a Babl endahuluan 
1) Simpulan Hae Permantauan dan Evalu ssi; 
2) Saran 

b Babtl Uraian las Pematau.an darn Evaluars • 
1) Data Ururn 

a) Das, 
b) Tuan, 
c) Ruang Ling#up 
d) Batasan 

2 Has Pernantauan dan E 
3) Kalirat penutup 

e Pejelasan lebih lanjut mengenai unsur yang terdapat pala Bab Ida Bab fl 
sebagai berikut 
1) Bab l, 

a) srpon""""oan can £vats, Merooambanon route has 
b) Saran Menguraikan sa an-saran perbaika yang perlu diarnboil olet' 

pererintah daerah atars pelaksaraan kebijail.an, pf0grain darn kegiata 
2) Bab l; 

a) Data ururn 
(1) Dasar 

(a) Surat penugasan dan pejabat yang benwenang 
(b) Peraturan perundang-undangan yang dipeak.ai sebagai pedoman, 

(2) Tuiuan, Mengarnati, mnengv dan memberikan penilaian untu 
membandingkan antara kebiaka daerah, program serta kegiat.an 
dengan kondisi, ears.an, p0ten/ un9gulan darah darn1 pera/tu/ran1 
perundang-undangan 

(a) Ruang Ling#up; Se uai dengan kebijakan de ah, program dan 
kegiatan yang akan dilakukan pernantauan da evaluasi 

(b) Bataan Waktu pelasaa0an pe07a..au.an1 an evaluarsi 
3) Hag Pemantauan dan Evaluasi 
4) Kalimat Penutup 

Mengetahui 
lr,gpel<tlM' ······---·· 

Tin Perantaua dan Evaluasi, 

(. . ......•.•.•.•.•.. ·······-··-····--·· J 1 
2. ······-··-·······-····-·---···· 
3 



LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATT SAMBAS 
NOMOR I6 TAHUN 2016 
TANGGAL 22 JULI 2016 
TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS 

RISIKO DALAM PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA BAGI APARAT 
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN 
SAMBAS 

' 4.4nu0ALA4A. 
oil. 0 

0A.AN 

• 
• 
€ bl% -- ' --- ' 0. 
' Doe0 

' - • 
' ' 

0 • 

PETUNJUK PENGISIAN 
a. Kolom informasi mum diisi dengan data yang berhuburgan dengan 

audit/reviu/ pemantauan /evaluasi 
b. Kolom I diisi dengan uraian tentag langkah pekerjaan yang ditempuh 

dalam pelaporan 
c. Kolom 2 diisi dengan nama personal yang bertangsung jawa.b 
d. Kolom 3 diisi dengan tan@gal yang berhubugan dengan kegiatan terse but 
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LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR : I6 TAHUN 2016 
TANGGAL 
TENTANG 

22 JULI 2016 
PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS 
RISIKO DALAM PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA BAGI APARAT 
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN 
SAMBAS 

REV KON'SEP LAP ORAN 
Peng la fl.lPeg lat ut 

Nana 0bk Pea %.a - ---· 
NoKu Pee " a - --- ---- -- ezze N yang Fj teraga 
Urut LP KP Oleh 

f 2 3 • • • ' ' 2 
3 

• 6 

Peng a teiiPenba Pena • . • r - 

PETUNJUK PENGISLAN: 
a. Kolom nama obyek pergawasan dan no kartu penugasan cukup jels 
b. Kolom I diisi dengan nomor urut 
c. Kolom 2 diisi dengan halaran LH 
d. Kolom 3 diisi dengan uraian tentang masala.h yang dijumpa 
e. Kolom 4 disi dengan nomor KKP 
f Kolom S diisi dengan penyelesaian terhadap masalah terse but 
g. Kolom diisi dengan nama dari pe-reviu 
h. olorn T diisi dengan catatan yang diperlukan dalam proses pem.baa tan 

la poran 
i. Kolom pengendalian teknis dan tanggal diisi dengan nama pengedali teknis 

dan tanggal pekerjaan 



LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATTI SAMBAS 
NOMOR : 16 TAHUN 2016 
TANGOAL 22 JULI 2016 
TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS 

RISIKO DALAM PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA BAGI APARAT 
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN 
SAMBAS 

• 
$ 

' • 

Devi ole, 

oioon di den9a0oor.rut 
oioon2diii den9au000g 
Kol0on3d den9nl.on 

t.ii - 

yang dial 

et 

• 

- 



LAMPIRAN XVII PERAT'URAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR I6 TAHUN 2016 
TANGGAL 22 JULI 2016 
TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS 

RISIKO DALAM PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA BAGI APARAT 
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN 
SAMBAS 

RENCANA AKSI TINOAK LAUT EMU#N PENG4WA.SAN 

Obyek Peg8was.a0Vu.di . -----·- p% AufReviuPeca val ----- ---- uid AufevuE velors/Pera - -- -- -- 
Nomor Surat Tugar ·----- - - 
Nomor LP - --- 
Disarm4 a Tangga -------· 
Ne et. ieia $e. A %a.aw ea. et.erg 

d 
f 2 3 • 5 • 7 • 
f 
2 
3 l 4 
6 

Pert tu Pen ggung 0eke Peng a 
lea Peg ni 

• ' - . 

Pert&U 9ENG4SLAN 
a Kolomn iota rculapel 
b Kolom 1di 9a0nor out 

Kolom2di de9al0yang mu.a 
d Kolomn3dis degank yang iperg 
e Kolom4di 0gap4babler)a4 yak.00t. 
f Kolen5 ding%al.bat ngmuongtejl.el.00it%er.but 
g Kolo6iii deg rel me yagear 
h Koor7dii deg neea0oalyageooee 
i Kolorn8diis e0ga. tang yang dipert 
f loom perbent ten Ob fen9a 

a a0 tag hoy 
deg an.a 



LAMPIRAN XVIII 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

PERATURAN BUPATT SAMBAS 
6 TAHUN 2016 
22 JUL 2016 

PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS 
RISIKO DALAM PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA BAGI APARAT 
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN 
SAMBAS 

FORMULR LAORAN TINDAKLANAUT TEMAN PENGWASAN 

LAPORAN TINDAK LAN#UT TeMUAN ENGAWASAN 

INF ORA.SI UMUM 
ls.ta/Ut . fang9a 
Barga ' g yang ···-- - - Peel 

' ' /rel0/p ... li 
No &TguP -- fee npled . 
N Foetulr Penya4 ' - .. 
No h6er -· ·- ···-· - 
No Pekoe0as . 
Tidak lrjut yagtelah an 

Tang9al peeled I ,: 

Pipit 0eke #en Peen.bee Pegg J a Peng ' li a 

' --··- ooh ( ~· ' 
ETUNJUK PENGISIAN 
a Kolomn intone 0under9date9ion n 
b Kolomntia#0e deg0rat.lay09du 

Kolomnta99pr4le nculu.pl 
d Kolo pirnpina obyek pengan sad pen. nu per gq gage4ab/penge di lei cul.j% 



LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATT SAMBAS 
NOMOR 16 TAHUN 2016 
TANGGAL 22 JULI 2016 
TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS 

RISIKO DALAM PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA BAGI APARAT 
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN 
SAMBAS 

LAPORAN PEMANTAUAN TINOAK LANJUT TE.MOAN PE.NGAWASAN 

INF ORMASI UMUM 
Nana 0bye 
LP NoTgl 

No Uri T :lii fidujf Status TL 
f 2 3 • $ 

f 
3 

• 5 

fPern Tidak Lag bek Penegarwasa 

' > ' . > 

PETUNJK PENGISAN 
Kolo iloen lh 9000a0 0009av%.all1gt4.e 

b Kolo 1 e9a7000rut 
c Ko0ion2 009uh%t. 
d Kolom3dis egan nelooeo AperatPe9was ispeltorat 
e Kol0on4 009a001400a90la. 
f 0lob0sdengan.et.era0a$ab 
g K0lorn tern.pat tang9el ii deg tenet d tag9a 
h 0lorn pea.a8bin4aka.jd97h. 00 
i Golom obyek po9gars.a de09a7a.% 
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LAMPIRAN XX PERAT'URAN BUPATT SAMBAS 
NOMOR I6 TAHUN 2016 
TANGGAL 22 JUL 2016 
TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS 

RISIKO DALAM PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA BAGI APARAT 
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN 
SAMBAS 

BRIA ACARA PEMUTAKRAN DATA 

Sam 
b.tee 

au/vi/eh.% •• e 
• tanggal 
ai ha 

0le obyel pea 

ea diaper.ta0a-data$.al0tea 
g be ia tot bola 

0ala pros iitea ila 
pngaof aA bent 

- 
inciter per Li. ala0be%0a8ii 00.a.k.es.a/.a0 
a dapet di.pi.ahi.de9a Acaii 

set9.ma-an 

- 
( 

PETUNJUK PENG4SAN 
a Kolonia4 p00.$.a1 de9010a0an peen 
bolomnsapa0079ad deg$pt0 

olorn ins n.sing naa 
d Kolorn ha da tag9al diii sea 
e Koiom p0al ya9gar4$90.09gh. 
f olom 1 nga n0no ut 
g Kolom2diii denga noenoe tang4 ( 
h K0loo3den4di aid $0 
l Kol0man6ii dater.danist ti la 

Koomndan8agreer. • per cha 
Kolorn perpia 0bye pen.gar a e9a00808ta.. 

l Koor ins.pit 0ngnnernaat8 

' 

- 


